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ABSTRACT 

Digital transformation in public services encourages local governments to provide 

integrated app-based services. The Tangerang City Government has developed the 

Tangerang LIVE Application, which includes the SobatDukcapil feature as an online 

platform for reporting population administration, particularly birth reports. This 

application was selected because Tangerang LIVE is a regional super app that integrates 

various public services and forms part of the 2024 digital service optimization efforts. 

The high ownership of electronic ID cards (KTP-el) in 2023, reaching 99.8%, along with 

the developing ecosystem of digital services, indicates a relatively advanced level of 

administrative readiness and infrastructure. This condition makes Tangerang City an 

attractive case for study, as it has a strong digital foundation, making the evaluation of 

app-based service utilization important to assess the consistency between system 

readiness and on-the-ground implementation. The research employs a qualitative method 

with a case study approach. Data collection was conducted using interviews, 

observations, and documentation. Data validity was tested using source triangulation 

techniques, by comparing information obtained from various informants, such as 5 

application users, Disdukcapil employees, and application system managers. The data 

analysis process followed the Miles and Huberman model, encompassing data reduction, 

data presentation, and drawing conclusions. William N. Dunn's evaluation framework 

was used to analyze indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, 

responsiveness, and accuracy. The research findings indicate that the utilization of the 

Tangerang LIVE Application's SobatDukcapil feature is generally quite optimal. For 

several indicators, effectiveness and efficiency have facilitated reporting and saved time, 

but reporting targets have not been maximized because many people still prefer face-to-

face services. Feature adequacy and comprehensive guides are sufficient, but service 
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status notifications are not yet real-time. Technical equity is adequate with hybrid 

services, but it is hindered by low digital literacy among the elderly. Service 

responsiveness is quite good, but the passive notification system causes uncertainty. 

Service accuracy is highly optimal, supported by multi-layered verification, accelerated 

services, periodic system updates, and strengthened data security. This research 

recommends that the Tangerang City Government improve the service notification system 

to make it more informative and real-time, strengthen data security, and optimize digital 

service integration to encourage a more massive shift by the community to online services 

Keywords: E-Government, Policy Evaluation, Tangerang LIVE, SobatDukcapil, Digital 

Public Service. 

 

ABSTRAK 

 

Transformasi digital dalam pelayanan publik mendorong pemerintah daerah 

menghadirkan layanan terintegrasi berbasis aplikasi. Pemerintah Kota Tangerang 

mengembangkan Aplikasi Tangerang LIVE yang memuat fitur SobatDukcapil sebagai 

sarana pelaporan administrasi kependudukan secara daring, khususnya pelaporan 

kelahiran. Aplikasi ini dipilih karena Tangerang LIVE merupakan super app daerah yang 

mengintegrasikan berbagai layanan publik dan menjadi bagian dari upaya optimalisasi 

pelayanan digital tahun 2024. Tingginya kepemilikan KTP-el pada tahun 2023 yang 

mencapai 99,8% serta berkembangnya ekosistem layanan digital menunjukkan tingkat 

kesiapan administratif dan infrastruktur yang relatif maju. Kondisi ini menjadikan Kota 

Tangerang menarik untuk dikaji karena memiliki fondasi digital yang kuat, sehingga 

evaluasi terhadap pemanfaatan layanan berbasis aplikasi menjadi penting untuk menilai 

konsistensi antara kesiapan sistem dan implementasi di lapangan Penelitian 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data 

dilakukan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumenyasi. Validitas data diuji 

menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang 

diperoleh dari berbagai informan, seperti pengguna aplikasi 5 orang, pegawai 

Disdukcapil, serta pihak pengelola sistem aplikasi. Proses analisis data dilakukan 

menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, 

serta penarikan kesimpulan. Kerangka evaluasi William N. Dunn digunakan untuk 

menganalisis indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan 

ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan Aplikasi Tangerang LIVE fitur 

SobatDukcapil secara umum dapat dikatakan cukup optimal. Dengan beberapa indikator, 

Efektivitas dan efisiensi telah membantu pelaporan dan menghemat waktu, tetapi target 

pelaporan belum maksimal karena masyarakat masih banyak memilih layanan tatap 

muka. Kecukupan fitur dan panduan lengkap, namun notifikasi status layanan belum real-

time. Perataan secara teknis memadai dengan layanan hybrid, namun terkendala literasi 

digital kelompok lansia. Responsivitas layanan cukup baik, tetapi sistem notifikasi pasif 

menimbulkan ketidakpastian. Ketepatan layanan sangat optimal dengan verifikasi 

berlapis, percepatan layanan, pembaruan sistem berkala, dan penguatan keamanan data. 

Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Kota Tangerang melakukan 

penyempurnaan sistem notifikasi layanan agar lebih informatif dan realtime, memperkuat 

keamanan data dan optimalisasi integrasi layanan digital untuk mendorong peralihan 

masyarakat ke layanan daring secara lebih massif. 

Kata Kunci: E-Government, Evaluasi Kebijakan, Tangerang LIVE, SobatDukcapil, 

Pelayanan Publik Digital. 
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PENDAHULUAN 

 Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi (TIK) 

mendorong transformasi dalam 

pelayanan publik melalui penerapan e-

government yang bertujuan 

meningkatkan efisiensi, transparansi, 

dan kemudahan akses layanan (Indrajit, 

2006). Dalam administrasi 

kependudukan, Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) merupakan identitas resmi yang 

memiliki peran penting sebagai dasar 

pengakuan status warga negara serta 

syarat utama dalam mengakses berbagai 

layanan publik sesuai Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2013. Oleh karena itu, 

digitalisasi layanan kependudukan 

menjadi langkah strategis dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

 Pemerintah Kota Tangerang 

mengembangkan Aplikasi Tangerang 

LIVE sebagai inovasi pelayanan publik 

berbasis digital yang didukung oleh 

Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 2 

Tahun 2016 serta Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 

(Farida & Lestari, 2021; Ramadhan et 

al., 2019). Melalui fitur SobatDukcapil, 

Masyarakat dapat mengakses layanan 

administrasi kependudukan secara 

daring tanpa harus datang langsung ke 

kantor pelayanan. Inovasi ini merupakan 

bagian dari upaya mewujudkan smart 

city melalui integrasi layanan publik 

berbasis teknologi. 

 Namun, pemanfaatan layanan 

digital tersebut belum optimal. 

Penelitian menunjukkan bahwa 

rendahnya penggunaan layanan 

administrasi kependudukan berbasis 

digital dipengaruhi oleh keterbatasan 

literasi digital, kendala teknis, serta 

faktor psikologis seperti efikasi diri dan 

persepsi manfaat (Sakina et al., 2024; 

Khoirunnida et al., 2017). Akibatnya, 

masih banyak masyarakat yang lebih 

memilih layanan tatap muka 

dibandingkan layanan digital (Mubarok 

& Aisyah, 2021).  

 Di sisi lain, tingkat kepemilikan 

KTP di Kota Tangerang telah mencapai 

99,84% pada tahun 2023, yang 

menunjukkan keberhasilan dari sisi 

output pelayanan. Namun, capaian 

tersebut belum mencerminkan 

optimalnya pemanfaatan layanan digital 

yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan 

adanya kesenjangan antara tujuan 

kebijakan digitalisasi dengan 

implementasinya di lapangan. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini 

bertujuan untuk mengevaluasi 

pemanfaatan Aplikasi Tangerang LIVE, 

khususnya fitur SobatDukcapil dalam 
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layanan KTP, dengan menggunakan 

pendekatan evaluasi kebijakan William 

N. Dunn yang meliputi efektivitas, 

efisiensi, kecukupan, perataan, 

responsivitas, dan ketepatan (Purwanto 

& Rohman, 2022). Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan gambaran 

mengenai optimalisasi pelayanan 

administrasi kependudukan berbasis 

digital yang lebih efektif dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat.  

 

KAJIAN TEORI 

Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi merupakan proses penilaian 

terhadap nilai atau manfaat suatu 

kebijakan atau program berdasarkan data 

dan fakta yang diperoleh (Dunn, 2000). 

Dalam konteks pelayanan publik 

berbasis digital, evaluasi tidak hanya 

berfokus pada aspek teknis seperti 

kemudahan penggunaan (usability) dan 

kecepatan layanan, tetapi juga mencakup 

aspek fungsional, seperti kepuasan 

pengguna dan partisipasi masyarakat. 

Kepuasan pengguna mencerminkan 

kemampuan layanan dalam memenuhi 

kebutuhan masyarakat, sedangkan 

partisipasi menunjukkan sejauh mana 

masyarakat dalam pemanfaatan layanan 

tersebut.  

 Penelitian ini menggunakan teori 

evaluasi kebijakan dari William N. Dunn 

sebagai kerangka analisis. Evaluasi 

dalam perspektif Dunn berfungsi untuk 

menilai kinerja kebijakan serta melihat 

sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan 

dapat tercapai secara optimal, baik dari 

sisi  proses maupun hasil.  

 Adapun indikator evaluasi 

kebijakan menurut Dunn meliputi: 

1. Efektivitas (effectiveness): 

Mengukur tingkat pencapaian 

tujuan atau sasaran kebijakan yang 

telah ditetapkan. 

2. Efisiensi (efficiency): Menilai 

perbandingan antara sumber daya 

yang digunakan dengan hasil yang 

diperoleh. 

3. Kecukupan (adequacy): 

Mengkaji sejauh mana kebijakan 

mampu memenuhi kebutuhan atau 

menyelesaikan permasalahan yang 

ada. 

4. Perataan (equity): Menilai 

keadilan dalam distribusi manfaat 

kebijakan kepada seluruh 

kelompok sasaran. 

5. Responsivitas (responsiveness): 

Mengukur tingkat tanggapan dan 

kepuasan masyarakat terhadap 

kebijakan atau layanan yang 

diberikan. 
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6. Ketepatan (appropriateness): 

Menilai kesesuaian antara tujuan 

kebijakan dengan hasil yang 

dicapai serta dampak yang 

ditimbulkan. 

Melalui indikator tersebut, evaluasi 

dapat memberikan gambaran yang 

komprehensif mengenai kualitas suatu 

kebijakan. Dalam penelitian ini, 

indikator tersebut digunakan untuk 

menilai pemanfaatan Aplikasi Tangerang 

LIVE, khususnya fitur SobatDukcapil, 

dalam pelayanan administrasi 

kependudukan. 

 

E-Government 

E-government merupakan pemanfaatan 

teknologi informasi oleh pemerintah 

untuk meningkatkan efisiensi, 

transparansi, dan partisipasi masyarakat 

dalam pelayanan publik (Indrajit, 2006). 

Konsep ini menjadi solusi atas 

keterbatasan birokrasi konvensional 

yang cenderung lambat dan kurang 

efisien, dengan menghadirkan layanan 

yang lebih cepat, mudah diakses, dan 

responsif. 

 Menurut Indrajit (2002), 

implementasi e-government didasarkan 

pada beberapa prinsip utama, yaitu: 

1. Berorientasi pada pelayanan 

masyarakat 

Fokus utama adalah meningkatkan 

kualitas layanan publik. 

2. Mendorong lingkungan 

kompetitif 

Bertujuan meningkatkan inovasi 

dalam penyelenggaraan pelayanan.  

3. Memberikan ruang inovasi dan 

pembelajaran 

Pemerintah didorong untuk terus 

berinovasi dan beradaptasi. 

4. Menekankan efisiensi 

Penggunaan sumber daya secara 

optimal dalam penyelenggaraan 

layanan. 

Selain itu, jenis layanan e-government 

menurut Indrajit (2006) terdiri dari: 

1. Publikasi: Penyampaian informasi 

dari pemerintah kepada masyarakat 

secara satu arah melalui media 

digital. 

2. Interaksi: Komunikasi dua arah 

antara pemerintah dan masyarakat, 

seperti penyampaian keluhan, 

pertanyaan, atau aspirasi. 

3. Transaksi: Layanan yang 

memungkinkan proses administrasi 

atau pembayaran dilakukan secara 

daring.  

Keberhasilan implementasi e-

government tidak hanya ditentukan oleh 

ketersediaan teknologi, tetapi juga oleh 

kesiapan organisasi dan penerimaan 
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masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan 

dukungan berupa peningkatan literasi 

digital, sosialisasi kepada masyarakat, 

serta pengembangan sistem yang 

responsif dan mudah digunakan. 

Dengan demikian, e-government dapat 

berfungsi secara optimal sebagai 

instrument dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. 

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode 

studi kasus untuk memahami secara 

mendalam pemanfaatan fitur 

SobatDukcapil dalam Aplikasi 

Tangerang LIVE pada pelayanan 

administrasi kependudukan di Kota 

Tangerang. Pendekatan kualitatif dipilih 

karena mampu menggali pengalaman, 

persepsi, serta kendala yang dihadapi 

pengguna dalam konteks nyata 

(Cresswell, 2014). 

 Penelitian dilaksanakan di Kota 

Tangerang dengan fokus pada instansi 

terkait, yaitu Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta 

Dinas Komunikasi dan Informatika 

(Diskominfo), serta masyarakat 

pengguna aplikasi. Waktu penelitian 

berlangsung selama 1-2 bulan yang 

mencakup tahap persiapan, 

pengumpulan data, analisis, hingga 

penyusunan laporan. 

 Subjek penelitian terdiri dari 

pihak pengelola layanan dan masyarakat 

pengguna aplikasi yang dipilih 

menggunakan teknik purposive 

sampling berdasarkan kriteria tertentu, 

seperti pengalaman dalam 

menggunakan layanan SobatDukcapil. 

Penelitian ini tidak bertujuan untuk 

melakukan generalisasi, melainkan 

untuk memperoleh pemahaman yang 

mendalam mengenai fenomena yang 

diteliti. 

 Data yang digunakan dalam 

penelitian ini meliputi data primer dan 

sekunder. Data primer diperoleh melalui 

wawancara mendalam dan observasi 

langsung terhadap informan, sedangkan 

data sekunder diperoleh dari dokumen 

resmi, laporan instansi, serta literatur 

relevan. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui wawancara untuk 

menggali pengalaman dan pendangan 

informan (Moleong, 2018), observasi 

untuk mengamati penggunaan aplikasi 

dalam praktik (Sugiyono, 2014), serta 

dokumentasi sebagai pelengkat data dari 

sumber tertulis (Moleong, 2017). 

 Analisis data dilakukan 

menggunakan model interaktif Miles 

dan Huberman yang meliputi proses 
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reduksi data, penyajian data dalam 

bentuk narasi deskripsif, serta penarikan 

Kesimpulan melalui interpretasi data 

secara mendalam (Miles et al., 2014). 

Untuk menjaga kualitas dan keabsahan 

data, penelitian ini menggunakan 

Teknik triangulasi sumber dengan 

membandingkan data yang diperoleh 

dari berbagai informan dan metode 

pengumpulan data (Sugiyono, 2016; 

Denzin & Lincoln, 2011).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini mengevaluasi 

implementasi layanan digital 

administrasi kependudukan melalui 

fitur SobatDukcapil dalam Aplikasi 

Tangerang LIVE menggunakan 

indikator evaluasi kebijakan publik 

menurut William N. Dunn, yaitu 

efektivitas, efisiensi, kecukupan, 

perataan, responsivitas, dan ketepatan. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

secara umum kebijakan telah berjalan 

cukup baik, namun masih terdapat 

beberapa aspek yang perlu di 

optimalkan, khususnya pada dimensi 

penggunaan masyarakat dan mekanisme 

notifikasi sistem. 

1. Efektivitas Layanan 

Dari aspek efektivitas, 

implementasi layanan digital 

melalui aplikasi Tangerang LIVE 

telah mampu mempermudah 

masyarakat dalam melakukan 

pelaporan dan pengajuan dokumen 

kependudukan secara daring. 

Kemudahan akses tanpa keharusan 

hadir secara fisik menjadi 

keunggulan utama yang dirasakan 

pengguna. Selain itu, kesesuaian 

antara layanan yang diajukan 

dengan hasil yang diterima 

menunjukkan bahwa sistem telah 

berjalan sesuai dengan tujuan 

kebijakan.  

Namun demikian, tingkat 

efektivitas belum sepenuhnya 

optimal karena masih terdapat 

masyarakat yang belum 

memanfaatkan aplikasi secara 

aktif. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa keberhasilan kebijakan 

tidak hanya diukur dari 

ketersediaan sistem, tetapi juga 

dari tingkat adopsi pengguna. 

Dengan demikian, efektivitas 

layanan dapat dikategorikan 

“sebagian sesuai”, karena telah 

memenuhi aspek kemudahan dan 

kesesuaian layanan, tetapi belum 

mencapai target pemanfaatan 

secara maksimal. 

2. Efisiensi Layanan 
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Dari sisi efisiensi, digitalisasi 

layanan terbukti mampu 

menghemat waktu, tenaga, dan 

biaya bagi masyarakat 

dibandingkan dengan 

mekanisme pelayanan manual. 

Proses pengajuan yang 

sebelumnya membutuhkan 

antrean fisik kini dapat dilakukan 

secara daring, sehingga 

meningkatkan kenyamanan 

pengguna. 

Meskipun demikian, efisiensi 

layanan masih dipengaruhi oleh 

kapasitas sumber daya manusia, 

khususnya dalam hal 

pengalaman dan kemampuan 

petugas dalam mengelola sistem 

digital. Selain itu, keterbatasan 

sumber daya pelayanan daring 

juga menjadi faktor yang 

memengaruhi optimalisasi 

efisiensi. Oleh karena itu, aspek 

efisiensi dinilai “sebagian 

sesuai”, karena manfaat efisiensi 

telah dirasakan, tetapi belum 

sepenuhnya optimal dalam 

implementasinya. 

3. Kecukupan Layanan 

Pada indikator kecukupan, 

aplikasi Tangerang LIVE telah 

menyediakan berbagai fitur yang 

mampu menjawab kebutuhan 

masyarakat, seperti panduan 

penggunaan (FAQ), pop-up tips, 

serta layanan helpdesk. 

Ketersediaan panduan ini 

membantu pengguna memahami 

alur layanan secara mandiri dan 

mengurangi kesalahan dalam 

proses pengajuan. 

Namun, kecukupan layanan 

belum sepenuhnya optimal 

karena masih terdapat kendala 

pada mekanisme notifikasi yang 

belum berjalan secara real-time. 

Keterlambatan notifikasi 

menyebabkan pengguna harus 

melakukan pengecekan status 

secara manual, sehingga 

mengurangi persepsi kemudahan 

dan efisiensi layanan. Dengan 

demikian, kecukupan layanan 

dapat dikategorikan “cukup 

memadai”, tetapi masih 

memerlukan penyempurnaan, 

khususnya pada sistem 

pendukung notifikasi. 

4. Perataan 

Aspek perataan menunjukkan 

bahwa pemerintah telah 

berupaya menyediakan akses 

layanan secara inklusif melalui 

aplikasi berbasis Android dan 
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iOS serta layanan hybrid di 

tingkat kelurahan dan 

kecamatan. Strategi ini 

memungkinkan masyarakat 

dengan berbagai kondisi tetap 

dapat mengakses layanan, 

termasuk mereka yang tidak 

memiliki perangkat digital. 

Namun, temuan lapangan 

menunjukkan bahwa 

pemanfaatan layanan belum 

merata secara fungsional. 

Kesenjangan literasi digital 

menjadi faktor utama yang 

memengaruhi penggunaan 

layanan, di mana kelompok 

lansia dan masyarakat dengan 

kemampuan teknologi rendah 

masih mengalami kesulitan 

dalam mengakses aplikasi. 

Selain itu, masih terdapat 

kecenderungan masyarakat 

untuk memilih layanan tatap 

muka karena faktor kebiasaan 

dan kepercayaan. 

Dari sisi pemerataan internet, 

infrastruktur teknis dinilai sudah 

memadai, dengan server dan 

jaringan yang stabil sehingga 

layanan dapat diakses tanpa 

kendala berarti. Namun, 

tantangan utama terletak pada 

aspek non-teknis, yaitu kesiapan 

dan kemauan masyarakat dalam 

beradaptasi dengan layanan 

digital. 

Sementara itu, dari aspek 

sosialisasi, pemerintah telah 

melakukan berbagai upaya 

melalui media sosial, kegiatan 

formal, dan sosialisasi langsung 

di tingkat RT/RW. Meskipun 

demikian, sosialisasi belum 

sepenuhnya mampu mengubah 

perilaku masyarakat untuk 

beralih ke layanan digital. 

Secara keseluruhan, aspek 

perataan dapat dikategorikan 

“sebagian sesuai”, karena akses 

layanan telah tersedia secara 

luas, tetapi pemanfaatannya 

belum merata di seluruh lapisan 

masyarakat. 

5. Responsivitas Layanan 

Responsivitas layanan 

menunjukkan hasil yang cukup 

baik, terutama dalam hal 

kecepatan respons dan tindak 

lanjut laporan. Pengguna menilai 

bahwa petugas cukup responsif 

dalam memberikan tanggapan 

selama jam operasional, serta 

didukung oleh penerapan Service 

Level Agreement (SLA) yang 
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menetapkan batas waktu 

penanganan layanan. 

Selain itu, kesesuaian tindak 

lanjut laporan juga telah berjalan 

dengan baik melalui mekanisme 

penanganan yang terstruktur dan 

pembagian tugas yang jelas 

antarunit. Sistem notifikasi status 

layanan juga memberikan 

informasi mengenai 

perkembangan laporan, 

meskipun belum optimal. 

Kelemahan utama dalam aspek 

responsivitas terletak pada 

mekanisme notifikasi yang masih 

bersifat pasif. Pengguna harus 

secara mandiri memantau status 

layanan melalui dashboard, 

sehingga menimbulkan 

kesenjangan antara penyelesaian 

layanan dan informasi yang 

diterima. Hal ini berdampak pada 

persepsi pengguna terhadap 

kualitas layanan. 

Dengan demikian, responsivitas 

layanan dikategorikan “sebagian 

sesuai”, karena kecepatan dan 

ketepatan tindak lanjut sudah 

baik, tetapi mekanisme 

komunikasi layanan masih perlu 

ditingkatkan agar lebih proaktif. 

6. Ketepatan 

Dari aspek ketepatan, layanan 

digital SobatDukcapil 

menunjukkan kinerja yang baik. 

Akurasi laporan dijaga melalui 

mekanisme verifikasi berlapis, 

baik secara otomatis maupun 

manual, sehingga memastikan 

kesesuaian data dengan standar 

yang berlaku. Pengguna juga 

merasakan bahwa hasil layanan 

sesuai dengan data yang 

diajukan. 

Dalam hal waktu proses layanan, 

digitalisasi tidak mengubah 

standar durasi penyelesaian 

secara formal karena tetap 

mengacu pada SOP. Namun, 

terdapat percepatan pada tahapan 

awal seperti pengajuan dan 

verifikasi, yang sebelumnya 

memerlukan waktu lebih lama 

dalam sistem manual. Hal ini 

menunjukkan bahwa digitalisasi 

mampu meningkatkan efisiensi 

tanpa mengurangi ketelitian dan 

keabsahan dokumen. 

Selain itu, pembaruan sistem dan 

fitur dilakukan secara rutin 

dengan pendekatan bertahap, 

melalui pengujian internal dan 

sosialisasi kepada pengguna. 

Pembaruan lebih difokuskan 
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pada perbaikan teknis, 

peningkatan kemudahan 

penggunaan, serta penguatan 

keamanan data melalui enkripsi 

dan audit. Pendekatan ini 

menunjukkan bahwa 

pengembangan sistem dilakukan 

secara adaptif dan berorientasi 

pada kebutuhan pengguna. 

Secara keseluruhan, aspek 

ketepatan dapat dikategorikan 

“sesuai”, karena layanan telah 

mampu mencapai tujuan 

kebijakan dengan tingkat 

akurasi, efisiensi proses, dan 

keamanan yang baik. 

7. Hambatan Implementasi 

Dalam implementasinya, 

terdapat beberapa hambatan yang 

memengaruhi optimalisasi 

layanan, baik dari sisi teknis 

maupun non-teknis.  

Hambatan teknis meliputi: 

a. Mekanisme notifikasi yang 

belum otomatis dan real-

time  

b. Ketidaksinkronan 

pembaruan status layanan 

c. Keterbatasan perangkat dan 

infrastruktur perangkat dan 

infrastruktur petugas 

d. Ketergantungan pada 

stabilitas server. 

Sementara itu, hambatan non-

teknis meliputi: 

a. Rendahnya literasi digital 

masyarakat; 

b. Preferensi terhadap layanan 

tatap muka; 

c. Beban kerja ganda aparatur; 

d. Adaptasi petugas terhadap 

sistem digital; 

e. Sosialisasi yang belum 

mampu mengubah perilaku 

pengguna. 

Hambatan-hambatan tersebut 

menunjukkan bahwa 

keberhasilan transformasi digital 

tidak hanya ditentukan oleh 

kesiapan teknologi, tetapi juga 

oleh faktor sosial, budaya, dan 

sumber daya manusia.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, 

implementasi layanan administrasi 

kependudukan melalui Aplikasi 

Tangerang LIVE fitur SobatDukcapil 

secara umum telah berjalan cukup 

optimal, meskipun masih terdapat 

beberapa keterbatasan pada aspek 

tertentu. Dari sisi efektivitas, layanan 

dinilai mampu memenuhi kebutuhan 
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masyarakat dalam pelaporan secara 

digital, namun tingkat pemanfaatannya 

belum maksimal karena masih adanya 

preferensi terhadap layanan tatap muka. 

Pada aspek efisiensi, digitalisasi 

terbukti memberikan penghematan 

waktu dan tenaga, tetapi belum 

sepenuhnya optimal akibat keterbatasan 

kapasitas sumber daya manusia dan 

masih tingginya beban kerja aparatur 

yang harus menangani layanan digital 

dan konvensional secara bersamaan. 

Aspek kecukupan menunjukkan kondisi 

yang cukup baik dengan dukungan fitur 

dan panduan pengguna yang memadai, 

meskipun masih terdapat kelemahan 

pada mekanisme notifikasi yang belum 

berjalan secara otomatis. 

Dari aspek perataan, akses 

layanan telah tersedia secara luas dan 

didukung infrastruktur yang memadai, 

namun pemanfaatannya belum merata 

secara fungsional karena adanya 

kesenjangan literasi digital, khususnya 

pada kelompok lansia. Pada aspek 

responsivitas, layanan tergolong cukup 

baik dalam hal kecepatan respons dan 

kesesuaian tindak lanjut, tetapi masih 

terdapat kekurangan pada sistem 

notifikasi status yang belum optimal. 

Sementara itu, aspek ketepatan 

menjadi dimensi yang paling optimal, 

ditunjukkan oleh akurasi layanan yang 

tinggi melalui mekanisme verifikasi 

berlapis, efisiensi pada tahapan awal 

proses, serta pembaruan sistem yang 

dilakukan secara berkala dan didukung 

oleh penguatan keamanan data. Secara 

keseluruhan, peningkatan kualitas 

layanan masih perlu difokuskan pada 

optimalisasi sistem notifikasi, 

peningkatan literasi digital masyarakat, 

serta penguatan kapasitas sumber daya 

manusia. 

 

SARAN 

1. Mengoptimalkan sistem notifikasi 

layanan agar bersifat otomatis, real-

time, dan mampu memberikan 

informasi penyelesaian layanan 

secara jelas kepada pengguna. 

2. Memperkuat keamanan dan 

perlindungan data melalui audit 

berkala, peningkatan standar sistem, 

serta kerja sama dengan lembaga 

terkait. 

3. Mendorong optimalisasi integrasi 

layanan digital guna meningkatkan 

efisiensi dan mempercepat peralihan 

masyarakat dari layanan tatap muka 

ke layanan daring.  
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